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Pola Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Usman Moonti

Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Gorontalo.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu realitas sosial ckonomi yang senantiasa ada
dalam setiap masyarakat, bahkan membentuk sub-kultur tersendiri. Kemiskinan
dapat dianggap bermasalah, bilamana realitas tersebut dihubungkan dengan
cukural focus berdasarkan nilai-nilai sosial vang dianut masyarakat. Dengan
menempatkan cita-cita nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD 194S. maka kemiskinan di pedesaan merupakan
suatu masalah serius yang perlu segera ditanggulangi.

Apabila diasumsikan bahwa faktor keadaan geografis melalui proses
alamiah menyediakan jumlah, mutu dan jenis serta pola penyebaran sumber daya
alam. merupakan hal vang bersifat pasif dalam kaitannya dengan perubahan,
maka dalam batas-batas tertentu dapat didomestikasi melalul  penggunaan
teknologi baru. Bila demikian, maka penyebab kemiskinan diduga bersumber dari
sistem sosial ckonomi pedesaan: bukan dari kondisi sumber daya alam. Ada dua
komponen sistem yang berkaitan langsung dengan kemiskinan, vaitu sumber dava
manusia dan lembaga sosial ekonomi. Sebagai komponen dari suatu sistem yang
sama. keduanya saling mempengaruhi dalam mensntukan dinamika sistem sosial
ckonomi pedesaan. termasuk aspck keragaan ckonomi sebagai salah  satu
aspeknva. Keragaan ckonomi merupakan hasil interaksi kedua Komponen
terscbul. vakni dengan segala kemampuan vang dimiliki manusia (individu/
kelompok) berusaha mendayagunakan sumber dava alam  untuk berbagal
kebutuhan menurut norma sosial vang berlaku.

Sesuai dengan keadaan umum pola penyebaran desa-desa miskin dan
wilavah penvebaran budava masvarakat pedeszanm. bila dihubungkan dengan
masalah-masalah umum vang dihadapi selama pembangunan dan pemberday aan
masvarakat pedesaan khususnya di bidang chenomi. maka pendekatan terpadu
dalam menanggulangi kemiskinan perlu dirumuskan kembalt dalem  Model
Komunitas Sosial Ekonomi. Model ini peruls kembangkan dam konsep
communit vang dikemukakan oleh Ferdinand Tanmes (dalam Belling dan Totten.
1985). dengan memasukkan unsur kesatuan wiizvah usaha dan  pemukiman.
Secara konscptual model komunitas sosial ekonomi. dalam hal diartikan
schagal sirategi pembangunan pedesaan lerpadu vang berwawasan lngkungan.

bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan dan e bahan sosial ckonomi secara
bertahap dari agraris menwu agraris mdustri |
Model Komunitas Sosial Ekonomi

nEustTi ),

Berdasarkan  kerangka pemikiran vare telah dikemukakan di atas.
dibubungkan  dengan  faktor-faktor  pemvernzs kenuskiman,  upara-upava
pengentasan vang telah dilakukan. dan perspeh © wengenar peluang dan kendals
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yans dihadapi, maka berikut ini dikemukakan suatu kerangka konseptual sebagai
salah satu alternatif pemecahan, yaitu: ‘ |

Bila suatu masyarakat pedesaan terdl_n atas bermacam-macam umit kom_unltas
budaya, dan bila komunitas-komunitas terscbut tersebar menurut wilayah
kebudayaan yang terkait dengan wilayah gGQgTaﬁs tertentu, maka dcs?-dcsa
yang ada di kawasan pedesaan tersebut lebih bersifat genealogis dari pada

.

teritorial. '
b. Lembaga-lembaga sosial tradisional di desa-desa yang tercakup dalam suatu

komunitas budaya lebih homogen dalam struktur dan fungsinya,demikian pula
jenisnya. Warga komunitas yang sama flan berdek_atgn geografis _menycbabka'u‘
Lomunitas-komunitas tersebut memiliki pola aktivitas ckonomi yang relatif
sama. L _

_ Dinamika kelembagaan sosial ckonomi tradisional mengalalm cultural lag
akibat mekanisme sistem sosial ckonomi pedesaan sebagai suatu l_ccselumhanz
Hal ini ditandai dengan Letimpangan fungsi kelembagaan 5051?1 ekonomi
dalam mengorganisasikan sumber daya vang ada untuk mcm_enulu kebutuhan
pokok warganya yang senantiasa bertambah banyak dan semal‘\'m kompvle‘kS,

d_ Pembentukan kelembagaan baru. antara lain misalnya Wilayah Unit Desa
atau Wilud, vangdidukung dengan Catur Sarana Unit Desa (BRI unit desa.
KUD. penyuluhan dan kios) pada hakekatmya juga dimaksud_i(an mltuk
mengantisipasi kepincangan sistem kelembagaan sosial ekonol_m lokal. di
samping tujuan pokoknya untuk  membangun sislem  pertanian mod:—:m.l
Walaupun program ini belum sepenuhmya memobilisasi semua sumber daya di
pedesaan, akan tetapi dari segl sosiologis. setidak-tidaknya telah mengarahkan
verak perubahan sosial ekonomi pada tahap transist.

Pola Pengembangan Kelembagaan

Pola pengembangan lembaga sosial ckonomi pedesaandapat dilihat dar
berbagai aspek antara lain: struktur dan fungsi kelembagaan. sarana dasar
aktivitas dan pola partisipasi masvarakat. Hal im dapat dijelaskan seperti berikut:

(a) Struktur dan Fungsi Kelembagaan

|, Lembaga sosial ckonomi yang dimaksud. baik dalam arti norma maupull
scbagai wadah. adalah merupakan perpaduan semua norma dan aktivitas
sosial ekonomi pada suatu komunitas. Lembaga ini merupakan penyatuan
gserak langkah antara warga komunitas \desa-desa tertinggal ). pemerintah
dan badan sostal atau ckonomi ya terkait dalam pembangunan
pedesaan guna mengentas kemiskinar

2 Struktur dan fungs: kelembagaan diawr sedemikian sehingga maimpt

memobilisasi semua sumberdaya, bak vang tersedia secara lokal maupun

batkan Prinsip-prinsip organisas
“a-lembaga lokal vang ada dafam

vangdidukung dari luar. Tanpa ma
vang modern. status dan peranan len
komunitas perlu  direkrut  untuk
kelembagaan baru vang akan dibentu
Seei keterwakilan dari pthak-pihak

Jadukan  dengan  konsep-xonsep

1 pemerintah,
» terlibat perlu din ujudkan dalam

struktur kelembaeaan. baik dilihat dari hirarki maupun depanementasi
struktur
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4. Hirarki dan dcpartementasi struktur perlu dibuat sesederhana mungkin
namun dapat mewadahi semua aktivitas sosial ekonomi dan dapat
menggerakkan semua potensi pendukung berdasarkan realitas sosial.

5. Fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut, adalah (a) pengatur pola
hubungan kerja antara para pelaku ekonomi pedesaan, baik antara
kelompok-kelompok anggota komunitas, maupun dengan komunitas
lainnya; (b) menghimpun kekuatan untuk memobilisasi sumber daya
secara maksimal untuk mendorong penumbuhan dan perubahan ekonomi;
(c) pengatur arus informasi pembangunan; (d) permusyawaratan
pembangunan sosial ekonomi pedesaan; (e) memberikan pedoman umum
kepada warga komunilas tentang pola aktivitas sosial ekonomi yang lebih
baik.

Secara keseluruhan peranan lembaga ini adalah menyelenggarakan
pembangunan sosial ekonomi dalam rangka mengentas kemiskinan dalam
suatu komunitas pedesaan. Peranan tersebut dapat dirinci lebih lanjut alam
beberapa hal pokok, vaitu:

I.  Merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan
pembangunan sosial ekonomi;

2. Melaksanakan penclitian dan pengembangan sosial ekonomi:

3. Mengintegrasikan kelompok-kelompok kerja. lembaga-lembaga lokal
dan baru, dan pihak-pithak vang terkait dalam upaya pengentasan
kemiskinan,

4. Menvelenggarakan pendidikan dan latihan. dalam rangka membina dan

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani atau golongan

miskin:

Menggerakkan prakarsa masvarakat. terutama petani atau golongan

miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. sebagai langkah bijak

untuk menolong dirinva sendiri.

6. Menghimpun dan menvebarkar informasi tentang perkembangan

teknologi. keadaan pasar dan informasi pembangunan pada umumnva

melalui komunikasi dua arah.

Membantu menciptakan kemudahan dalam pengadaan sarana produksi,

pengolahan hasil dan pemasaran.

L

=

(b) Sarana Dasar Aktirltas Kelembagaan

Untuk  mewujudkan  pelaksanaan  peranantugas  kelombagaan
diperlukan beberapa sarana dasar seperti:

1. Pusat akiivitas ekonomi (Koperasi Unit Desal berperan dalam mengatur
dan  mengendalikan  mckamsme  aktivitas  produksi,  konsums:  dan
distribusi barang dan jasa.

2. Pusat Pepelitian dan Pengembangan sosial ckonomi, berperan dalam
memahami dan merumuskan  permasalahan vang  dihadapi:
menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber dava vang tersedia dan
atau  wvang diperlukan. memberikan  rekomendasi berupa  aliernatif-
alternatif kebyjakan untuk mengatasi permasalzhan: serta merancang pola
pengembangan Konunitas.
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3 Pusat pendidikan dan latihan ketenagakerjaan  atau penyuluhan,
berperanan dalam membina dan mengembangkan kualitas sumber d_aya
manusia melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
tentang penggunaan teknologi baru dan manajemen pengelola usaha.

4. Pusat Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber daya alamfpcrta_nahau
berperan dalam pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah, air dan

sumber daya hutan.

(c) Pola Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan uraiandiatas;maka pola pengembanganpartisipasi
masyarakat, terutama petani atau golongan miskin, perlu dirancang dengan
pendekatan "sistem": Dengan pendekatan ini, setzdak-ttda}{n)fa z_nc_ahbalkan
beberapa komponen terkait. Di antaranya adalah petani (individu atau
kelompok), sistem nilai dan norma, kelembagaan sosial dan agen pembaharu
dengan program pembaharuannya. Tinggi rendahnya partisipasi merupakan
hasil interaksi antara komponen-komponen terscbut. Masing-masing
komponen tersebut mungkin bersifat menarik, mendorong, membatasi bahkan
ada yang bersifat menghambat. Pola pengembangan partisipasi yang
sesungguhnya adalah membina keharmomsan di antara komponen-komponen
tersebut sebagai suatu kesatuan fungsional. Untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, sesuai model yang diajukan. dapat
digunakan kerangka konsep berikut ini:

a. Partisipasi perlu  dikembangkan dengan pola prosesional, yakni
komunitas atau kelompoksasaran diharapkan berperan serta aktif pada
berbagai tahap dalam proses aktivitas pembangunan ekonomi, mulai dari
perencanaan. sampai pada penilaian dan menitkmati hasilnva.

b. Untuk ituupava meningkatkan kesadaran. kemauandan kemampuan
petani atau golongan miskin dalam bidang vang diharapkan
partisipasinva adalah merupakan svarat keharusan. Hal i1 dimaksudkan
bahwa motivasi berpartisipasi merupakan swakarsa untuk menolong diri
sendiri dalam mengatasi kesulitan ckonommya

c. Program-program  pembangunan  sosial  ekonomi. vang  hendak
dikembangkan perlu memperhatikan:

* Kebutuhan petani atau golongan miskin dan masalah-masalah vang
sedang dihadapi. sehingea keikutsertaan mereka dalam merencanakan.
melaksanakan dan seterusnva. adalah merupakan ikhtiarnva sendiri
dalam memenuhi kebutuhannya.

2 {'\SPC?& kelavakan program ditmjau dari kemampuan
mdividukelompok 3 ang akan berparusipast dan dava dukung potensi-
potensi ekonomi vang dimilikinya.

* Aspek ‘keterwakilan kelompok kepentingan dari pihak-pihak vang
bCI‘Dm_‘Sipasi. selain petani atau zolongan miskin. Aspek kesesuaian
normatil’ antara nilai vang terkandung dalam program dengan norma-
norma pokok vang berlaku dalam masvarakat. Dalam hal ini
diperlukan program vang dapat membawa dampak perubahan sistem
norma sosial secara tidak langsung dan dapat membentuk sikap dan

perilaky paisipan vang lebih terbuna dalam menerima perubahan,
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d. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya scjauh
memberikan dorongan dan membantu kemudahan atau panisipasi warga
komunitas, dan bukan berperan sebagai pelaku utama pembangunan.

e. Partisipasi perlu dilakukan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal
atau kelompok-kelompokyang dibentuk atau prakarsa warga komunitas.
Dalam hal ini status dan peranan kelembagaan sosial yang telah ada perlu
dimanfaatkan.

Pola pengembangan kelembagaan seperti telah dikemukakan itu pada
dasarmnya dimaksudkan untuk menggerakkan pola partisipasi prosesional bagi
semua pihak vang diharapkan keikut sertaannya. Terutama bagi kelompok
sasaran (petami atau golongan miskin), perlu diberikan peran-peran tenentu
vang memungkinkan mereka belajar meningkatkan pengetahuan dan
keterampilannva dalam keikutsertaannya, sehingga kemandirian kelompok
sasaran secara efektif terbentuk melalui proses-proses manajemen, di
samping melalul upava pendidikan dan latithan khusus yang diselenggarakan
olch lembaga tersebut.

Pengembangan Agribisnis Berskala Kecil

Paling tidak selama masa transisi pertumbuhan ekonomi sckarang ini,
kita perlu mengembangkan strategi dan kebijaksanaan yang menempatkan
agroindustri (dan agrobisnis) schagai salah satu sektor unggulan. Sumber-sumber
pertumbuhan vang cukup potensial perlu dimanfaatkan untuk memacu tingkat
pertumbuhan sesuai dengan sasaran pembangunan ekonomu khususnva bagi
masyarakat pedesaan vang memiliki sumberdava alam vang cukup memadai,
Peningkatan  pertumbuhan  harus  sekaligus  juga memperbaiki  berbagai
kesenjangan dalam tingkat kescjahteraan di masyarakat pedesaaan khususnya dan
pertumbuban ekonomi di daerah pada umumnva. Terutama apabila sasaran
pembangunan adalah sebagian besar penduduk berpendapatan rendah atau miskin
vang ferutama terkonsentrasi di sekior pertanian dan pedesaan. Pertumbuhan
ekonomi, di satu pihak. dan pertumbuhan employmient (kesempatan kerja) di
sektor pertanian dan pedesaan yang menverap scbagian besar angkatan kerja di
lain pihak, bisa saja scbagai dua sisi mata uang vang sama. Perbaikan
Kesejahteraan itu sendiri sebagai upava untuk menchan kesenjangan merupakan
sumber pertumbuhan vang cukup potensial. Ttulah hakikat dari demand approach.

Sumber kemiskinan antara lain adalah adanva bias dalam kebijaksanaan
(misalmyva Jazairy et.al.. 1992). Penduduk miskin (terutama petani kecil dan buruh
tant) tidak mampu lagi mempertahankan produkuvitas sumberdava alam vang
dikuasainyva (terutama lahan). Sebagian mereka vang kurang mampu keluar dari
kesulitannya lalu mecrambah hutan dan menimbulkan kerusakan pada sistem
penvangga kchidupan atau merusak lingkungan Pengembangan agribisnis dan
agro-industri yang meningkatkan Kesejahteraan penduduk berpendapatan rendah
dan tergolong miskin turut membantu dalam upava pelestarian fungsi lingkungan
hidup dengan mengurangi Ketergantungan lahan.

Pengembangan usaha agribisnis berskala kecil sangat penting dan
strategis ditinjau dari berbagai pemikiran di muka. Dewasa ini terdapat lebih dars
32 juta usaha keeil dengan volume usaha kurang dari Rp. 2 milvar rupiah per-
tahun: bahkan 90%, dinn-mr';m_\'al adalah usaha kecil dengan volume usaha !‘Qllf:i'i!'l'__fl
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i i dari yang 90% tersebut. lebih dari
(2 rupiah per-tahun. Sclanjutnya 3 ) debih g
, 50 Jutiat ulsaha adalah usaha rumah tangga yang bergerak di sil\lqii
e 'JutaA;I;bila disertakan dengan keluarganya, makz nglahdpgzlg(u?zlﬂ(;gncc;?; :
petfan.e’. ah bisa mencapai 80% dar1 pendu 1 a;
rumahtangganya
dengan anggotd

: 1¢ sangat besar. w. ‘
suatu potensi pasar i e dala dihadapi olch usaha kecil ini namun yang

; e :
Berbagai masalah dan ker - awar mercka, Akibatnya

' skali adalah lemahnya posi :
palmf m;gﬁ;:arbgzra%emsaha dalam kegureman (subsistem) dengan ruang
mereka

.4 T e it. Oleh Scbab itu,

- decision space) yang sangal sempit

pengambllan_‘ljcii};usgzrsq{ala kecil ini akan semakin penting dal:n memiliki

Eerana;ﬂ;g?\'arena beberapa faktor (lihat Crawford, 1991: halaman 53) sebagai
ceung

{l)en}g;auf tidak memerlukan terlalu banyak modal investasi terutama bagi yang

-roerak di bidang jasa-jasa: _ N . ‘
2 ﬁ:;%f;rikgg;)islnis lgcé]cil dapat bergerak luwes menyesuaikan diri dalam situasi

yang berubah kagena_ nldzliL perlu llzr;;fuglebsi(r Iolch persoalan-persoalan birokras
i vang dihadapi oleh perusahaz ; : .

3 flzglcl:l;};ri%isnis kel?.:il memiliki' tenaga-tenaga peu_]uala}n dfm‘ \\’1:1&1115&113 _}»‘;1.111%
tertempa sccara alami yang tidak berminat (vesfed-interest) dalam sister
produksi yang sudah ada dan sudah mantap: dan _ ’ o

4. perubahan selera konsumen yang semakin bergeser darl produk-‘pro uk ta 1a1_1'
lama vang dihasilkan secara masal ke produ};-produk vang lebih manusiawl
(personalized goods) yang lebih tepat wniuk dilavani usaha-usaha kecil. ‘

Kalau diperhatikan, maka adanya masalah dan kendala tersebut bgnnuai a
atau bersumber pada lemahnyva posisi-tawar (bargaining posrfio}_?) dari usaha
kecil. Lemahnya posisi tawar ini bisa terjadi karcna: (1) usaha kecil vang terlalu
kecil sehingga tidak memiliki atau tidak mampu menyimpan energy vang cukup
untuk bergerak secara leluasa. lincah dan dengan stamina yang cukup dalam glam
bisnisnya. serta (2) kurang terorganisimya gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan
usaha kecil tersebut khususnva vang berada di pedesaan vang berkaitan langsung
dengan masyarakat nuskin.

Koperasi Agribisnis

Faktor lain vang memperlemah posisi-tawar usaha kecil adalah lemahnya
kerjasama di antara mercka untuk menghimpun energy bersama untuk kekuatan
mereka sendiri. Di satu pihak. apabila kita hendak mengembangkan agribisnis
kecil maka itu jelas berbasis pertanian dan pedesaan, Selama ini. satu-satunya
wadah organisasi formal vang menggalang dan menghimpun energy untuk
kekuatan di bidang ckonomi (dan sosial) di pedesaan adaiah Koperasi Unit Desa

(KUD). Secara administratil. paling tinggi. wilavah kerja dan lingkup bisnis KUD

adalah kecamatan. . =

Secara vertikal dan wwh. sclama ini KUD tidak menangani suatu
agribisnis andalan. Padahal. dengan pengalaman menangani tataniaga cengkeh
misalnya. terlihat bahwa adama komoditas andalan ini bisa menjalin kerjasama
vang lebih utuh scjak dari tingkat kecamatan hingga nasional. bahkan kalau perlu
sampal ke tingkat pasar internasional {ckspor!. Dengan kemampuan manajemen
dan kapasitas sumberdava vane dimiliki (endowmenr). vakni terutama manusia

dari Rp.
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atau tenaga kerja keluarga serta modal, maka skala usaha yang bisa dilakukan
oleh usaha kecil terletak dalam suatu rentang tertentu. Ada batas skala minimal
dan maksimal. Secara ekonomis efisiensi bisa ditingkatkan dengan skala usaha
vang lebih luas (economics of scale) melalui pengorganisasian seperti koperasi
(Nerlove, 1995) atau melalui program kemitraan.

Dari keseluruhan hal tersebut, nilai tambah yang terbesar yang diciptakan
melalui kegiatan agribisnis dan agroindustri justru ada pada scktor hilir (dan hulu)
atau off-farm agribusiness. Secara administratif, off-farm agribusiness ini
sebagian besar sudah berada di atas desa atau di luar batas kecamatan. KUD
sebagai koperasi primer, yang selama ini satu-satunya wadah kegiatan sosial-
ckonomi warga desa, jelas tidak akan mampu meraih secara nyata kegiatan off-
farm agribusiness tersebut. Seharusnya ini menjadi ajang kerja koperasi sekunder

atau koperasi atas desa.

' Dengan beberapa  alasan terscbut secbenarnva sudah cukup jelas
pentingnya integrasi vertikal dan diversifikasi usaha agribisnis kecil melalui
pengembangan  koperasi pada tingkal sekunder. Dengan begitu, petani
gurem/rumahtangga (yang mendominasi usaha kecil) vang dihimpun kekuatannya
melalui pengembangan usaha agribisnis kecil bisa merath schagian dari milai
tambah vang diciptakan melalui pengembangan agribisnis/agroindustri.
Organisasi INKUD, PUSKUD sampat KUD perlu dibenahi lagi untuk menghapus
berbagai kesenjangan kerja dan bisnis.

Program Agrobisnis/Agropolitan di Provinsi Gorontalo

Sebagaimana wilayah lain di Indonesia. karateristik penduduk di Provinsi
Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Data tahun 2003 menunjukkan 56.27
persen atau sgjumlah 184.609 penduduk berusaha di bidang pertanian. Jumlah
penduduk Provinsi Gorontalo yang bekerja menurut lapangan kerja disajikan pada
Tabel berikut 1ni.

Tabel | Jumlah Penduduk vang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
di Provinsi Gorontalo tahun 2003

|—=,\10 Lapangan Pekerjaan | Jumlah Pekeria | Proporsi (%) |
i 1 A, 1
L Pertanian 184 609 | 5627
2 Industr 1911 ; i
7 3116 | .72
3 Pertambangan | ey i e
i e il E : A fakl ! 1,90
2 Listrik. Gas dan Aar Bersih 137 | 027
- : o ! W
3 Bangunan = I;”, |
6 Perdagangan dan Restoran | oy lr . I
& Ay bl |
Pengangkutan dan ot =i, | |
, B T 19 934 | |
b Komunikas o |
i 3.6012
9 Keuangan, Persewaan Sk |
TR 42.873 |
Lain-lain |

L Jumlah | 328242 | 10000 |
Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2004

Struktur perekonomian Gorontalo scbagaimana halnya daerah lam di
[ndonesia bertumpu pada sektor pertanian yang umumnya berkaitan langsung
dengan masvarakat pedesaan. Mem adari potensi 1 Khususnva masyarakat vang
bekerja di sektor pertanian umumina bermukim di daerah pedesaan. muka
Pemerintah Provinsi lewat kebijakan Guberur r=lah mencanangkan

Proaram
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i scbagai salah satu pilar pembangunan dengan komodj_tas
;xng;;ioal;;a;‘a k dala% jagung. Pcrtimpangan jagung ditetapl:]?n_ sdebagaltécoqlc;:;as
unggulan didasa'_Ikan pada kesesuaian agrockosistem, tradisi dan potensi an
yang tersedia yattu sebesar 66.004 Ha. ’ ~ :

Sampai dengan tahun 2004 ‘pela}\sanaan_ program agropo tan jagung
telah sampai pada program pencapaian prof‘lukSI 1 juta ton jagung. I_Jntuk
menunjang program ini telah berbagai kegiatan yang ditempuh _ pemerintah,
sepertl intensifikasi, ckstensifikasi dan bantuan ‘modal bcrgul{r_l Program
Agropolitan sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi jagung di
Provinsi Gorontalo, khususnya ditujukan dalam upaya peningkatan pendapatan

i di pedesaan. -
L pemlgjeféaiarkan data vang diperoleh dengan program ini_ telah terjadi
peningkatan produksi dan pendapatan petani jagung._Dampak dari pencanangan
Program Agropolitan jagung telah mendorong pemngkatan prod‘ulmvltas cfxan
produksi jagung di daerah Gorontalo. Data yang dikeluarkan olc_h Dinas Pe‘rtaman
dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (2004), tahun 20_01 sampal 2003
menunjukkan bahwa produktivitas jagung secara rata-rata n'lemngkat‘dan ZS,SQ
kw per Ha menjadi 44,29 kw per Ha. sedangkan produksinya meningkat dm
131.420 ton menjadi 268.685 ton. Dari sisi ekspor berdasarkan data Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo (2004),
Program Agropolitan {olah mendorong peningkatan volume dan nilal ‘ekspor
jagung. Pada tahun 2001 Volume ekspor jagung adalah 6.300 ton dengan nilai US
§ 613.000. pada tahun 2003 volume ekspornva naik menjadi 18.950 ton dengan
nilai US $ 1.908.900

Dari sisi petani. pencanangan Program Agropolitan telah mendorong
penerimaan dan pendapatan petani khususnya petani di pedesaan. Hasil penclitian
menunjukkan bahwa pendapatan usahatani jagung Program Agropolitan
meningkat sebesar 143 % per musim per ha dibandingkan dengan usahatant biasa.
Potensi pengembangan program ini dalam menghasilkan komoditas jagung dapat
dilihat dari perkembangan ndikator usahataninva. vang terdiri dari luas tanam.
Juas panen. peroduksi dan produktivitasnya. Secara rinci perkembangan indikator
usahatani jagung tahun 1999 sampai dengan 2003 disajikan pada Tabel berikut
mi:

Tabel 2. Perkembangan Indikator Usahatani Jagung di Proy ins1 Gorontalo

-, o Jaas Tanam as Pane Pre Ltvitas | Produksi |
| No Fafiii Luas Tanan I_u\m_l e qdukm itas Produk |
: | (ha) | (ha) (kw/ha) i (TOTL )
[T | 1599 37.664 0972 2678 | L= |
2 | 2000 42.977 40,635 29.08 118,181
|3 | 2001 46278 45,323 28 .86 ‘ 131420 ‘
| 4 2002 \ 63.330 43.830) _ 30,60 | 134
{5 |2003 | 78500 | 60665 5 4429 | 268.685 |
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan. 2004
Berdasarkan data di atas. terlihat bahwa luas penanaman jagins di

Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun memperhihatkan peningratan. hal s
menunjukkan bahwa motivasi petani dalam berusahatani jagung cukup baik. Jika
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tahun 2001 dijadikan sebagai tahun dasar Program Agropolitan jagung, rata-rata
peningkatan luas penanaman setiap tahun sebelum pelaksanaan Program
Agropolitan adalah 4.307 ha. Setelah pencananganan Program Agropolitan rata-
rata peningkatan luas tanam menjadi 16.111 ha setiap tahun.

Data indikator usahatani jagung di Provinsi Gorontalo berkaitan dengan
keberadaan potensi lahan yang bisa ditanami jagung. Sampai dengan Bulan Juni
2004 potensi lahan yang tersedia di provinsi ini yang dapat ditanami jagung
adalah scluas 66.00430 ha. Luas tanam dan luas panen jagung dapat
diidentifikasi dari realisasinya setiap bulan. Berdasarkan data mi dapat dilihat
suplay komoditas jagung di Provinsi Gorontalo pada setiap bulannya. Dengan
demikian, dengan adanya program agropolitan ini menjadikan petani khususnya
petani jagung di pedesaan mengalami peningkatan kesejahteraan hidup dengan
tingkat pendapatan yang cukup memadai guna memenuhi  kebutuhan hidup
keluarganva.
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Menelusuri Paradigma Administrasi Pembangunan

Asna Aneta
Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Gorontalo

Intisari
Adalah sebuah kebermaknaan ilmiah jika kita berkehenflgk mene‘:lqsuri paradigma admmistra_gj
pembangunan, walaupun disadari bahwa secara teoritis administrasi pembangunan masih
berpijak pada teori administrasi dan teorl administrast Negara, tetapt pa?m% l]fl_ak apa yang
diungkap berkenaan dengan paradigma administrasi pr:mpa_ngmlgn menjadi pijgkgm ll'm.“_lh
dalam mempelajari tentang filosofis dan substanst dari administrasi pembangunan 1tu sendiri.
Kebermaknaan berikut adalah bahwa administrasi pembangunan sebagai sebuah teoni yang
dapat mendukung penyelenggaraan administrasi dan proses pembangunan kearah pencapaian

tujuan dan dimensi pembangunan.
Kata Kunci: Paradigma dan Administrast Pembangunan

Pendahuluan _ : ! .
Kata paradigma berasal dari bahasa latin "paradigma" yang artinya

sesuatu scbagai contoh, dan kemudian diberi arti scbagai model atau pola
(Haryono Sudriamunawar. 2002:21). Secara umum istilah paradigma digunakan
dalam pendekatan sesuatu hal. Bentuk paradigma dapat berupa model, pola atau
bentuk-bentuk lainnya. Dalam perkembangan berikutnya paradigma mempunyai
pengertian lebih luas. Paradigma dapat berarti serangkaian pola pikir para ahli
vang dikelompokkan dalam masa tertentu. dan dapat pula berarti periodesasi
konsep berpikir dalam kurun waktu tertentu yang didasarkan kepada
kecenderungan adanya gejala fenomena tertentu

Mustopadidjaja AR. (dalam Haryono Sudriamunawar. 2002:21)
mengemukakan bahwa "paradigma adalah sebagai teori dasar atau cara pandang
vang fundamental dilandasi nilai-milai tertentu. dan berisikan teori pokok. konsep.
metodologi atau cara pendekatan vang dapat dipergunakan para teoritis dan
praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan baik dalam kaitan pengembangan
ilmu maupun dalam upava pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan
kehidupan manusia.

Sebagai suatu kajian vang relatif baru administrasi pembangunan belum
mempunyai pijakan vang kokoh terutama teori-teorinva masih menggunakan teori
administrasi dan administrasi negara. Oleh karena itu tidak heran apabila
paradigma administrasi pembangunan secara jelas dan tegas belum kelihatan pada
literatur-literatur vang ada.

Begitu pula halnva dengan definisi adminisirasi pembangunan tiap ahli
mempunyai versi vang berbeda dengan vang lainnya. Untuk memberikan
gambaran mengenai definisi administrasi pembangunan berikut ini akan dikutip
beberapa pendapat (dalam Harvono Sudriamunawar. 2002:22) sebagal berikut:

I. George F. Gant,
Administrasi  Pembangunan  scbagai  penyempurnaan  birokrast  (aparatur
pemerintah) dalam menghadapt meningaainva jumlah. jenis dan kompleksitas
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